WALIKOT A BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

i é:jprRATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
| NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN

e - daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;

i
- Gant1 Keruglan Daerah
Mengmgat ;.::}v 1:.-,Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Repubhk .
B e T ~ Indonesia Tahun 1945; e |
S }'.lﬁlUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan -

Menlmbang :’]j:v"a.',:,._bahwa dalam rangka memuhhkan Keruglan Daerah yang_‘z
e dilakukan pegawai negeri ‘bukan bendahara atau pejabat
lain perlu disusun pedoman tuntutan ganti kerugxan.: oL

. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksu}d;; e

v'j'j',"dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wahkota’
Bahkpapan tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesalan':f‘ :

, v‘,i;"-Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran!

Repubhk Indonesia Nomor 1820), -

0 M a1,

| ‘Negara Republik Indonesia Tahun 1953 ‘Nomor 9) Sebagai -
,f;Undang—Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa S
.- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara'. L

.._.,;_}..’.;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 t Cntang* -
- -Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Repubhk i
.» fIndonema Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Lo

o+ Negara Republik Indonema Nomor 5587) sebagalmana telah*"»;,_ o
“diubah beberapa kali- terakhlr dengan Undang—Undang S
~ Nomor 9 Tahun 2015 “tentang . Perubahan Kedua Atas
’:-»"}Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

;;;.}'Indonema Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran :
’5Negara Repubhk Indones1a Nomor 4844),}»}, R '

"""Ei‘v-»Pemenntahan Daerah * (Lembaran ‘Negara Repubhk



" Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG  PEDOMAN

. Dalam Peraturan Wahkota ini yang dlmaksud dengan
2,

'.c'\ o M»

Pemermtahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemermtahan

Walikota adalah Walikota Balikpapan.
Sekretanat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bahkpapan

‘Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan. -
. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusxa yang
_ selanjutnya ‘disingkat BKPSDM adalah Badan = Kepegawaian dan
- Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.
. Pejabat Lain adalah pejabat daerah dan pejabat penyelenggara pemenntahan

- ,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20 16 tentang Tata1
Cara Tuntutan Ganti Kerugian' Negara/Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lam;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor,

196, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a o

- Nomor 5934);

" 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997

' tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gantlt .
Rugi Keuangan dan Barang Daerah; B K .

MEMUTUSKAN:
_ PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH.
| BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kota Balikpapan. v B _ v
Pemermtah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bahkpapan

WEOEIN

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Balikpapan. : - i

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakllan
‘Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerlntahan yang menjadl
kewenangan Daerah. '

Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya d1smgkat BPKD adalah

~ yang tidak berstatus pejabat daerah, tidak termasuk bendahara dan Pegawa1

11

12,
) bekexja/ d1serah1 tugas selain tugas bendahara

.{}Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dllakukan
‘terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau Pe_]abat Lain dengan tuJuan

' Negeri Bukan Bendahara. - S
- 10.
E ‘nyata dan pasti Jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum ba1k

1
Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang

sengaja maupun lalai.

untuk memulihkan Kerugian Daerah.
Pegawa1 Negeri Bukan Bendahara adalah pegawa,l aparatur Slpll negara yang ’




13. Pihak yang Meruglkan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejaba't
‘Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
~ penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka anggaran pendapatan dan
- belanja Daerah. . .
15. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab
- hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak
~cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
16. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan
atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemlhkan
~ uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
- 17. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantlkan
A ‘kedudukan pewans dalam bidang hukum kekayaan karena memnggalnya
pewaris. -
18. Pejabat Penyelesalan Kerugian Daerah yang selanjutnya dlsmgkat PPKD
. adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
 19.Tim Penyelesaian’ Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah
Tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian ~Daerah yang selanjutnya
- disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan dltetapkan
oleh Wali Kota untuk menyampaxkan pertlmbangan dan pendapat
penyelesalan Kerugian Daerah. I
21. Sekretariat TPKD adalah para pejabat/ pegawa1 yang dltunjuk dan’ d1tetapkan
- oleh Wali Kota untuk membantu tugas TPKD dan Majelis.
© 22, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya . dlsmgkat
' SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau.
Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa
- Kerugian Daerah menjadi tanggung]awabnya dan bersedla menggann
Kerugian Daerah dimaksud. . g : g
23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang
- selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dlbuat oleh Wahkota dalam
hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

 24.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanJutnya di

o penguasaan

sebut SKP2K adalah surat keputusan yang dxtetapkan oleh Walikota yang

" mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantlan
Keruglan Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pe_]abat
‘Lain. i §'
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.v | g
Pasal 2 . B . | ;
Peraturan Wahkota ini mengatur pedoman “Tuntutan Gant1 Keruglan Daerah
atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam

a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau
b. Pejabat Lam




Ll

E a.. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam
S penguasaannya dan kemungkman texjadmya Keruglan Daerahi B

~atau melalaJkan kewajibannya baik langsung atau tidak Iangsung yang

Informam teI]adlnya Kerugian Daerah bersumber dari:

N hasﬂ pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung,
- Aparat Pengawas Internal Pemerintah;

,pemenksaan Badan Pemeriksa Keuangan

. laporan tertulis yang bersangkutan;

I .o"P

o

@

‘ PENGAMANAN UANG SURAT BERHARGA DAN/ATAU BARANG

Pasal 3 y :
Pegawa1 Negen Bukan Bendahara atau Pejabat Lam Wajlb melakukanv E
tindakan pengamanan terhadap:

- dan/atau
b. uang, dan/atau barang bukanbarang milik Daerah yang bcrada dalam'
i fpenguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah. :
Pegawa1 Negen Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum :

merugzkan Keuangan Daerah diwajibkan menggantl keruglan yang -
dxmaksud

B ' : BABIII . o -
INFORMASI PELAPORAN DAN VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung]awab
perhltungan ex officio; dan/atau :
pelapor secara tertulis.

- Pasal 5 . »
Atasan langsung atau kepala Perangkat Daerah Wajlb melakukan venﬁkas1 .
“terhadap informasi sebagannana dimaksud dalam Pasal 4. - o i E
Atasan langsung atau kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk pegawal

- aparatur sipil negara untuk melakukan tugas- venﬁkam terhadap 1nformasyf

(3)

b kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). . : i N
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugxan Daerah'
ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut: i .

: a. kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada kepala Satuan Ker_]a

. Pengelola Keuangan Daerah dan memberitahukan kepada Badan
- Pemeriksa Keuangan untuk indikasi Kerugian Daerah yang texjad1 d1[ )
~ lingkungan satuan kerjanya;. ,

* 1. melaporkan kepada Walikota; dan
2. memberltahukan kcpada Badan Pemeriksa Keuangan,
. dalam hal 1nd1ka31 keruglan daerah yang teljadl d1 lmgkungan
- Perangkat Daerah P

R AU —

e rriay # Wb



‘;Pemerlksa Keuangan

PENY ELESAIAN KERUGIAN DAERAH

- Umum:"- '

Pasal 6

:Bendahara atau PeJabat Lam d11aksanakan oleh Wahkota selaku PPKD

S Bagian Keduav‘
' TPKD_”

Pasal 7
- Pasal 0, Wahkota selaku PPKD membentuk TPKD

Keruglan Daerah paling lambat 7 {tujuh) hari setelah d1bentuk Cere
3) Dalam pemenksaan Keruglan Daerah TPKD memiliki tugas dan wewenang
o a.q:‘ menyusun kronologls tetjadmya Keruglan Daerah Sl

b, R mengumpulkan bukti pendukung ter]admya Kerug1an Daerah
' ;"};";"menghltung jumlah Kerugian Daerah; 4

;:"_'Keruglan Daerah; dan
' ',melaporkan has1l pemenksaan kepada PPKD

pejabat/ pegawa1 pada Sekretanat Daerah
pejabat / pegawai pada Inspektorat )
i v.ff'c pejabat/ pegawal pada BPKD; -
~ d. pejabat/pegawai pada BKPSDM

_e. kepala Perangkat Daerah terkait; dan T
;;f : f. Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah terkalt ;
‘,(5) TPKD berada d1 bawah dan bertanggung Jawab kepada Wahkota .

,-i(l) Dalam rangka penyelesaiah Kerugian Daerah sebagaJmana dlmaksud dalam C

}dalam hal 1nd1ka31 Keruglan Daerah dllakukan oleh kepala Satuanff’
f‘PengeloIa Keuangan ‘Daerah, Wahkota melaporkan kepada Badan:,v;"fﬁ:

».__;.,'Apablla kepala Perangkat Daerah tidak melaporkan 1nforma81 terjadmya;; .
- Kerugian Daerah sampai batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada"_‘ e
“ayat (4), kepala Perangkat Daerah _dapat dikenakan sanksi admlmstratlf
Sesueu ketentuan peraturan perundang—und%mgalfl dlSlplm pegawal negerl R

i»PenyelesaJan Keruglan Daerah yang dllakukan oleh Pegawm Negen Bukan :,::. o

(2) TPKD - sebagalmana dimaksud pada ayat (1) me'lakukan pemerlksaan

| : . menginventarisasi  harta kekayaan mlhk Pegawa1 Negen | Bukan
- Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat duadlkan Jamman penyelesalanf}}[ -



o (7) TPKD dan Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, TPKD dibantu oleh Sekretanat TPKD.
(6) dltetapkan dengan Keputusan Wahkota

= : Pasal 8
(1) Laporan hasﬂ pememksaan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 7 ayat (3}-
. huruf e menyatakan:
. a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang dlsebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawm Negen Bukan.

: Bendahara atau Pejabat Lain; atau - : i

 b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan dlsebabkan
perbuatan melanggar hukum atau la1a1 Pegawa1 Negen Bukan'

- - Bendahara atau Pejabat Lain. | .
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaJmana dlmaksud pada ayat (1) palmg ’

- sedikit memuat:

st s

Coa. plhak yang bertanggung jawab atas terjadmya Kerug1an Daerah dan o

-~ b. jumlah Kerugian Daerah, yang di dalamnya paling sedikit memuat

- jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang. - § .,
(3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf a disetujui, PPKD menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan
- penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan. g'
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

o berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau menmggal duma*

~ penggantian Keruglan Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh

~ Hak/Ahli Waris. i

(5) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan: sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) '

- tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera

e menugaskan TPKD untuk melakukan pemenksaan uIang terhadap materi
-~ yang tidak dlsetujul |

S Bagian Ketlga , -
' Penyelesalan Kerugian Daerah melalui Penerbitan SK’I‘JM

Pasal 9. S

(1) TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan
-+ Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Wans :

bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedla
 mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM. :

(2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: .
- a.identitas Plhak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh
. ‘Waris;
~* b.jumlah Kerugian Daerah yang harus dlbayar

. c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;

- d.pernyataan penyerahan barang jaminan; dan :

'~ e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh :
Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali. .

3) Pernyataan penyerahan barang Jamman scbagalmana dimaksud pada ayat

- (2) huruf d disertai dengan: :
~ a. daftar barang yang menJad1 Jamman, '




" 'surat kuasa menjual

kalender sejak SKTJM dltandatangam, atau

d1tandatangam

Memperoleh Hak / Ahh Wams dlmaksud dmyatakan wanprestas1

- R Baglan Keempat : PR
Penyelesa1an Keruglan Daerah melalm Penerbltan SKPQK@

Pasal 10
7-5’-}% dapat dlperoleh TPKD segera menyampalkan laporan kepada PPKD..
: sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), PPKD menerb1tkan SKP2KS.
“materi:

'..iWaris;’- e

';E‘Qb permtah untuk menggantl Keruglan Daerah

. Jumlah Keruglan Daerah yang harus d1bayar, s RO L e
“d.cara dan jangka waktu pembayaran Keruglan Daerah dan o

'Memperoleh Hak/ Ahli Waris. : - ) i
(4) " PPKD. . menyampalkan - SKPQKS : kepada Plhak
='E:'2']:-;Meruglkan/ Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahli Warls s

" SKP2KS.

o p1utang daerah

T

o

(4) - Pembayaran ‘Kerugian Daerah sesuai - SKTJM yang sudah dxtandatangan]_
Y ””oIeh Plhak yang Meruglkan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahh Warls
1bayarkan melalui tunai atau angsuran dengan ketentuan sebagm benkut o

dalam hal Keruglan Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum,
Wajlb menggantl Kerug1an Daerah pahng Iama 90 (sembxlan puluh) harlj; .

). dalam hal Keruglan Daerah akibat kelalalan, Wajlb menggantl Keruglan
Daerah  paling lama 24 (dua puluh empat} bulan sejak SKTJM i

(5) Dajam hal Pihak yahg Memglkaﬂ/PCngampu /yang mempel‘oleh hak/Ahh

Wans tldak mengganu kerugian dalam Jangka waktu sebagalmana,
dlmaksud pada ~ayat . (4), Pihak ~yang Meruglkan/ Pengampu /Yang e

o Dalam hal SKTJM sebagalmana dtmaksud dalam Pasal 9 ayat (1] tldak f ijﬁtf:f
) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan- dan 'I‘PKD
“ ‘3;';5SKP2KS sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) pahng sed1k1t memuat:';' o

"?ab 1dent1tas Plhak yang Meruglkan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahll"»};;'v_»ij S

.‘daftar - kekayaan milik- Pihak yang Meruglkan/ Pengampu /Yang A

) f_‘fifi.}Penggantlan Kerugian Daerah berdasarkan penerb1tan SKP.’ZKS dlbayarkan "
. secara_ tuna1 pahng lambat 90 (sembllan puluh) han sejak dtterb1tkannya

: _f'::_:-:_SKP2KS mempunyal kekuatan hukum untuk pelaksanaan 31ta Jamman,
" yang dilakukan oleh 1nstans1 yang berwenang melaksanakan pengurusan“j‘{ﬁj

-“;_;-;.}Plhak yang Meruglkan / Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahh Warls dapat.’bf;i,v"f?:;
‘_f"rvnenenma atau mengajukan keberatan - ‘SKP2KS  secara tertulls ‘paling
] lambat 14 (empat belas) han kcrja sc;ak dxtenma SKP2KS dcngan d1serta1 ;?"i o



;v ':.:Wans untuk menggantl Keruglan Daerah

e Baglan Kehma ' ‘ 2 B
Penyelesalan Keruglan Daerah Melalu1 Majehs I

Ca e T .. Pasal 11-"" S
BT ) I "PPKD membentuk Majelis atas:

(8)Pengajuan keberatan sebagaJmana dlmaksud pada ayat (7) tldak menundaf‘ ‘
o "f,-"-‘_';v‘keweglban thak yang Meruglkan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli S

e an Keruglan Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau g

" dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b;

" Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh Waris dlnyatakan” o
'wanprestas1 sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5); o

- lalai Pegawm Negeri Bukan Bendahara atau PeJabat Lam sebagalmana"

.'ﬂ_i_;penggant1an Keruglan Daerah setelah P1hak yang o

c penyelesalan ‘Kerugian Daerah yang telah dlterbltkan SKP2KS’ |

ST 'sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). R 0 .
S (2) f :'Jumlah anggota Majehs sebagalmana d1maksud pada ayat (1) terdln dan 3 "
. (tiga) orang atau 5 (lima) orang. . |
- (3) Anggota Majells sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) yang dlbentuk terd1r1
Lo atasr
A pejabat pada Sekretariat Daerah;
b, pejabat pada Inspektorat dan R
.. c. Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahhannya

- kepada PPKD.- | » . |
";";'Magehs sebagannana dlmaksud pada ayat (1) d1tetapkan dengan Keputusan B

Pasal 12

), Majehs melakukan sidang.

S terjadmya Keruglan Daerah;

tertentu;
e C... ;,memerlksa bukt1 yang dlsampalkan dan / atau R »
~ ~d.. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Keruglan Daerah

4)  Majelis ‘mempunyai tugas memeriksa dan memberlkan perﬁmbangan N

}-"'.(‘1}})_" _;:’_Dalam melaksanakan tngas sebagannana dlmaksud dalam Pasal 11 ayat

(2)Dalam 81dang Majelis untuk penyelesalan atas Keruglan Daera.h bukan i‘
e.;dlsebabkan perbuatan melanggar hukum atau 1ala1, Majehs meIakukan hal " o

N La. _Vmemenksa dan mewawancaral Plhak yang Meruglkan/ Pengampu /Yang : 5
SR Memperoleh Hak/Ahh Waris dan/atau plhak yang mengetahm.: A

v b memmta keterangan / pendapat dar1 narasumber yang mem111k1 keahhan o

Dalam . hal hasil sidang Majelis sebagaimana dimaksud . pada ayat (2) E -
3 ,@}j“memutuskan bahwa Keruglan Daerah bukan d1sebabkan perbuatan C

'f..f{melanggar hukum atau lalai, Majelis menetapkan ‘putusan hasil 31dang'r
~berupa pertimbangan kepada PPKD untuk penghapusan uang, suratv» :

- berharga dan/atau barang milik Daerah. S | A

L _ ’,_-l'f,r”(é}‘)v‘",“Atas dasar- pertlmbangan sebagalmana pada ayat (3) PPKD melakukan }'
penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan IR e

.

b AR SN T A



N dlmaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10,
L Pasal 13 L

Dalam hal hasﬂ 81dang sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1] terbuktl-. i
" bahwa" kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan =
perbuatan ‘melanggar hukum atau lalai, Majelis - dapat memenntahkanj,j Co
. TPKD - melalui PPKD untuk melakukan proses penyelesaian - Kerugxanfl
~-Daerah melalui mekanisme Penerbitan SKTJM dan SKPQKS sebaga,tmana o

(1 Dalamv 31dang untuk penyelesalan penggant1an Kerug1an Daerah terhadap :

dmyatakan wanprestasi, Majelis melakukan hal sebagai berikut: =
~a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang Jamman, .

instan81 yang menangani pengurusan piutang Daerah; dan/atau L
. hal lain yang diperfukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

o f,:\'vf‘f.v;‘jf;f[untuk menerbitkan SKP2K. -
* SKP2K s eb agaimana d1maksud pada ayat (2) pahng sed1k1t memuat maten
“al pertlmbangan Majelis;

“c. jumlah Keruglan Daerah yang harus dlpuhhkan

menangam pengurusan piutang Daerah dan B

¥ “bahwa barang jaminan dapat dijual atau dlcalrkan

L (empat belas) hari. kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagalmana -
- dimaksud pada ayat (2). |
_ SKP2K sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) dlsampeukan kepada S N
" 'a.Badan Pemeriksa Keuangan | | L
b Mauehs, i ‘ I
- c. instansi yang menangam pengurusan p1utang Daerah dan R
"»‘d Plhak yang Merugikan / Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahh Warls

Pasal 14

"+ dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a;

sebagannana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan/atau
c hal lain yang dlperlukan untuk penyelesalan Keruglan Daerah

':‘menetapkan putusan pertlmbangan penerbltan SKP2K SRR

~Pihak yang Meruglkan/Pengampu/Yang Memperoleh - Hak/Ahh Wans
“b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepadavg_'.-‘_’.ffﬁv-_

Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} Majehs , =
,g‘;menetapkan putusan hasil sidang berupa pertlmbangan kepada PPKD

.b. 1dent1tas Plhak yang Méruglkan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh:"“;'; -

d penyerahan upaya penagihan Kerug1an Daerah kepada 1nstans1 yang

"ﬂ"i’-ve daftar ~barang jaminan pihak yang . rnefuglkan/ Pengampu/yang o
': memperoleh hak/Ahh Waris yang diserahkan - kepada - instansi . yangf S
- .menangani pengurusan piutang Daerah, dalam hal Majehs berpendapat RS

SKPQK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dlterbltkan palmg lanmat 141

fff..Dalam s:dang untuk penyelesauan Keruglan Daerah yang telah dlterbltkani
ffSKPQKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang tidak ada pengajuan- Cl
‘keberatan dari Pihak yang Meruglkan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/
Ahli Waris, Majehs melakukan hal sebagai berikut: ;'
“a. memeriksa laporan hasil pemenksaan TPKD sebagalmana dlrnaksudf

"b. memeriksa laporan mengenai alasan t1dak dapat dlperolehnya SKTJM

Berdasarkan s1dang sebaga,lmana dimaksud pada ayat (1) Majehs  :



&

@

~ b. menerima seluruhnya; atau

,, (3)

. ,("i)

'Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf c, Ma_]ehs menyampalkan

e d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merug1kan/Pengampu/Yang'

- {4)

¢ Pihak yang Meruglkan / Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Wans

e, meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang mem1hk1 keahhan‘

£ hallain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
‘Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majehs memutuskan

- a. pertimbangan Majelis;

e
f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan

Pasal 15 ‘ ' s

Dalam 81dang untuk penyelcsalan Kerugian Daerah yang telah d1terb1tkan'
SKP2KS  yang  diajukan . keberatan dari  Pihak yang :
Meruglkan / Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh Waris, Magehs .
melakukan hal sebagai berikut: } |
a. memenksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

huruf a; :
b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat dlperolehnya SK’I‘J M
. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); - : i -
c. memeriksa bukti keberatan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ,

10 ayat (7); i

L ~ d.memeriksa dan meminta keterangan Plhak yang Meruglkan/; )

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau p1hak yang
'mengetahul terjadinya Kerugian Daerah; ‘

tertentu, dan/atau

a. menolak seluruhnya; -

c. menerima atau menolak sebagian. - : 3 :
Dalam hal sidang untuk menyelesaikan kerugian Daerah sebagaJmana ’.
dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majehs 2

dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan
) ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 16 ‘
Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan |

pertlmbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sed1k1t memuat maten

b. identitas Pihak yang Meruglkan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh}
Waris;
¢. jumlah Kerug1an Daerah yang harus dlbayar,

Memperoleh Hak/Ahli Waris;
. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah

g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang _

~ menangani pengurusan piutang Daerah dalam hal Pihak yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris -tidak

- membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai
- dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruff. = § :

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 '
(empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang. |

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d1sampalkan kepada
a. Badan Pemeriksa Keuangan, ,
b. Majelis; dan

PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K

10

b e 41 S b/



BRC!

. (’Q)‘

b, ‘Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan .

a pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
- b. penghapusan:

« , Pasal 17 | : »
Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf ’

~l.uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada -
i dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat .
~ Lain; dan/atau ' .
2 uang, dan/atau barang bukan barang m111k daerah yang ‘berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau PeJabat Lain yang
. digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemenntahan

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),‘ PPKD:
a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantlan Kerug1an
 Daerah;dan . o S 1

1
i N
[ :
[ :
HE

$

Y mengusulkan penghapusan ' K o . I

;-'('3)

. b jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang mlllk daerah T

@

©)

- ¢. Pihak yang Meruglkan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh Warls"f-*

1 uang, surat berharga, dan/atau barang rmhk daerah yang berada

- dalam penguasaan . Pegawa1 Negerl Bukan Bendahara atau Pejabat ,

- Lain; dan/atau =z - » -

2 uang, dan/atau barang bukan barang milik daerah yang berada da.lam

. penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pe_labat Lain yang
dlgunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. - } :
Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagalmana |

~ dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:

a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh
Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; , * )

‘yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara,
~ Pejabat Daerah atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang buka.n ,
‘milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan ,
‘Bendahara, Pejabat Daerah atau Pejabat Lain yang digunakan dalam~ ’

o vquenyelenggaraan tugas pemerintahan; dan S i
' ¢.pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berhargaf

~ dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawa1 :

- Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Daerah atau Pejabat Lain dan/ atau =

‘uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam".
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan ‘bukan

~disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawa1 Negerl

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. .
Surat keputusan pembebasan penggantian Keruglan Daerah dlterbltkan _

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan‘_ }

putusan hasil sidang Majelis. -
Surat keputusan pembebasan penggantlan Keruglan Daerah dlsampalkan
kepada: . :

a. Badan Pemenksa Keuangan;
b. Majelis;

1"
H

‘yang dibebaskan dari penggantian Keruglan Daerah dan
d PPKD yang bersangkutan ' - :

11

j .



o

’::‘Dalam rangka penyelesalan Kerugian Daerah, dllakukan penentuan n11a1

o | BABV D e
| PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH S :;

Pasal 18

atas berkurangnya: s

- a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegaweu Negen.

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau ‘ . |

' -vvb barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawa1

@
. -a.nilai buku; atau
'b. nilai wajar atas barang yang SC_]CHIS ' '
‘Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat dltentukan, maka

| “nilai barang yang digunakan adalah n11a1 yang pahng tmgg1 di antara
‘ kedua n11a1 tersebut. '

@)

i W E

e

W

@

ol Pasal 19 , : »
Penaglhan dalam rangka penyelesaian Keruglan Daerah dllakukan atas
~dasar: : : :
“a. SKTIM;

| b SKP2KS; atau
(2)  Penagihan sebvagalmana dimaksud pada- ayat (1) dilakukan dengan surat
penagihan yang diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja '

’Plhak yang Merugxkan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahh Waris yang
. telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesua1
'dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS;
- atau SKP2K, dmyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat
“keterangan tanda lunas. 1
" Surat keterangan tanda lunas sebagalmana d1maksud pada ayat (1) i
“ditandatangani oleh PPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K. f

- Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lam yang dlgunakan dalam'
‘penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dldasarkan pada

'.i

’ PENAGIHAN DAN PENYETORAN

c. SKP2K.

sejak SKTJM, SKP2KS atau SKP2K ditetapkan.

~ Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Plhak
yang  Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh Hak/Ahli. Wans
- menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah. ' '

v A i S

Pasal 20

Surat keterangan tanda lunas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1] pahng

- sedikit memuat:

 a. identitas Plhak yang Meruglkan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh

Waris;

| 'b jumlah Keruglan Daerah yang telah dlbayar sesuai dengan Jumlah dan

- jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K; |




- c pernyataan bahwa P1hak yang Meruglkan/ Pengampu/Yang Memperoleh‘--f'i"?' .

~Hak/Ahli Wans telah melakukan pelunasan ganti Keruglan Daerah;

o d pernyataan pengembahan barang jaminan, dalam hal surat keterangan

"tanda Iunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJ M; dan

i 0 v've pemyataan pengembalian harta kekayaan yang dlSlta, dalam hal suratf;;a.jb.-

" keterangan tanda lunas yang dlterbltkan atas dasar pelunasan SKP2KS’.’_,L -
atau SKP2K. o T s 3

L (4)Dalarn hal surat keterangan tanda lunas d1terb1tkan atas dasar pelunasan o

- terkait dengan penyerahan barang j jaminan.

.- SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak yangfi.f- :
.. -- Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh ‘Hak/Ahli ‘Waris - sebagalmana.
o dimaksud pada - ayat (1) disertai dengan pengembahan dokumen yang : o

C : (5) -Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugxkan yang telah dls1ta: :: :

- atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pembenan surat keterangan tanda lunas

B permohonan pencabutan 81ta atas harta kekayaan kepada 1nstan31 yang

o ‘;'T-[dlsampalkan kepada: - .

- a.-Badan Pemerlksa Keuangan
~b.-Majelis; | | B I P o
c _Pihak yang Meruglkan/Pengampu/Yang Memperoleh I—Iak/Ahh Warls
yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah dan . - o
' :“fd 1nstan81 yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan

- f’ penghapusan

}::]ffgdan/atau - o R | :
- b. uang, dan/ atau barang bukan barang mlhk daerah yang berada dalam

kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang ‘Memperoleh Hak/Ahh,
. Waris sebagalmana dimaksud pada ayat (1) disertai . dengan surat.x.-'»

_ berwenang. - - 1 L
. (6) Surat keterangan tanda Iunas sebagmmana dlmaksud pada ayat (1);.;4‘5 .

(7) Atas  dasar surat keterangan tanda lunas, - PPKD. mengusulkan S

a. uang, surat berharga dan /atau barang m111k daerah yang berada dalam o .
A
penguasaan Pegawau Negen Bukan Bendahara atau Pejabat Lam,;'f;:_

: -*Qpenguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lam yangf‘}-’ﬁ‘: |

D dlgunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerlntahan
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA IN STANSI
B YANG MENANGANI PENGURUSAN PIU’I‘ANG DAERAH ‘

SRS AR ' _ Pasa121 L S T
( ) Dalam hal P1hak yang Meruglkan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahh- R

 ditetapkan dalam SKP2K, Walikota menyerahkan -upaya penagihan

B (Z)Penyerahan upaya penaglhan Keruglan Daerah kepada 1nstans1 yang

S o (1) dﬂaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

~\Wans tidak dapat: menggant1 Kerugian Daerah dalam Jangka waktu yangv s

.;:v,Keruglan Daerah kepada 1nstan31 yang menanganl pengurusan p1utang :

© . menangani pengurusan piutang Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat‘ ”




- BABVII
KEDALUWARSA

Pasal 22

untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) £

Hak/Atharls
L Lol e Pasa123

,tahu oleh PPKD mengenal adanya Kerugian Daerah

PELAPORAN PENY ELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN AKUNTANSI DAN
' PELAPORAN KEUANGAN o ’

| I I Pasal24 R L e
:Wahkota melaporkan penyelesalan Keruglan Daerah kepada Badan Pemerlksa '{3; E

i dmyatakan selesa1

Pasal 25
;Daerah dllaksanakan sesuai Standar AkuntanSI Pemermtahan

o BABX E :
KE’I‘EN’I‘UAN PERALIHAN

S - Pasal 26 '
: ada saat Peraturan Wahkota 1n1 mulau berlaku

}f,dmyatakan masih tetap berlaku, I

"‘?perundang—undangan yang sebelumnya, dan

Peraturan Wahkota 1n1 I

: Kewajlban'} Plhak yang Meruglkan /Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahh Wans L

‘tahun Se]ak diketahuinya Kerugian Daerah- tersebut atau - dalam waktu 8i }‘
j. (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan|
ganti - rugi . terhadap Pihak yang Meruglkan/ Pengampu /Yang Memperoleh

',Tanggung Jawab Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahh WaI‘lS untuk membayar T
ganti Kerugian Daerah menjadl hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejaky
‘putusan pengadllan yang menetapkan Pengampuan kepada Pihak Yang!
o Merug1kan, atau sejak Pihak yang Merugikan - diketahui melankan diri atau|-

‘meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh Warls tldak dlben S

}'Keuangan palmg lambat 60 (enam puluh) harl setelah Keruglan Daerah:

;'Akuntanm dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesalan Kerugla.n N

a putusan pengenaan Tuntutan Gantl Keruglén Daerah kepada Plhak Yang
'jf=-Merug1kan yang telah dlterbltkan sebelum Peraturan Wahkota 1n1 berlaku’,f_'_j

bv} Tuntutan Gan’a Keruglan yang sedang dllaksanakan terhadap Plhak Yang
‘Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Wahkota ini tunduk pada peraturanv':";

f.‘_,’Keruglan Daerah yang teljadl sebelum berlakunya Peraturan Wahkota 1n1 danl
:"‘j"belum dllakukan Tuntutan Gant1 Kerug1an, _, berlaku ketentuan dalamf"-f}",



! . BABXI ST R
KETENTUAN PENUTUP

"Peraturan Wahkota 1n1 mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan

,Agar setlap orang mengetahulnya, memermtahkan pengundangan Pel’aturan’{{ :,}.vi,:.- : |
‘Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Bcnta Daerah Kota Bahkpapan b

;Dltetapkan d1 Bahkpapan R
' padatanggal 2 Juli 2018 SR
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